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PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR : 21 TAHUN 2006

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

bahwa Peraturan Daerah tentang Parkir Ditepi Jalan Umum sudah tidak sesuai
lagi dengan tingkat perkembangan dan pembangunan;

bahwa pengaturan penggunaan parker ditepi jalan umum perlu pembinaan,
pengawasan untuk kelancaran lalu lintas dan keamanan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Parkir
di Tepi Jalan Umum.

Undang-Undang Nomnr 27 Tahuu 1959 tentang Penetapan Undaug-Undang
Darurat Namor 3 Tahun 1953 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352)
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana (KUHP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor
49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3566) dan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 31806);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
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10.

11.

12.

13.

14.

Memperhatikan

Menetapkan

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang
Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493)
yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat
dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu
Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529 );

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

Keputusan menteri Dalam negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) ;
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas

Parkir Umum;

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2002 tentang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda
(Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 04 Seri D Nomor 04).

: Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-050/MK.10/2006,

tanggal 11 April 2006 tentang Evaluasi Raperda Kota Samarinda.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

dan

WALIKOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR
DI TEPI JALAN UMUM.



BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
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13.

14.

15.

Daerah adalah Kota Samarinda;

Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang
mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah yang lain sebagai badan
eksekutif daerah,;

Kepala Daerah adalah Walikota Samarinda;

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Samarinda;

Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Samarinda;

Tempat Parkir adalah Jalan-jalan umum dalam Kota Samarinda yang diperuntukkan sebagai
tempat parkir kendaraan umums;

Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah
pembayaran atas penggunaan tempat parkir ditepi jalan umum yang ditetapkan oleh Kepala
Daerah;

Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan bermotor beroda dua atau lebih beserta
gandengannya yang digunakan di darat dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau
peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi
tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat yang dalam
operasinya menggunakan roda dan motor atau peralatan lainnya dan tidak melekat secara
permanen serta kendaraan di air;

Badan adalah suatu badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,
perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk
apapun persekutuan, perkumpulan firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis,
lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek
Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib
Pajak serta pengawasan penyetorannya,

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk
mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan
dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan
menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak
berakhir.

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan
oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pengenaan sanksi berupa
pembayaran bukan merupakan retribusi;



16. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan
barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;

17. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan
kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;

18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan
retribusi  diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau
pemotongan retribusi tertentu;

19. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib
Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang
bersangkutan;

20. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD adalah surat yang oleh Wajib
Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke
Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;

21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang
meliputi Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah
Kurang Bayar Tambahan atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar atau Surat
Ketetapan Retribusi Daerah Nihil;

22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah
surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah
kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;

23. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan
tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;

24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan/atau keterangan
lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam
rangka melaksanakan ketentuan pengaturan perundang-undangan retribusi daerah;

25. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang
dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu
membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan
tersangkanya;

BAB 1II
OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2
Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut Retribusi sebagai
pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum.
Pasal 3

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parker di tepi

jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat parkir di tepi jalan
umum.



BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB 1V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasa 6

Tingkat penggunaan jasa parkir di Tepi Jalan Umum diukur berdasarkan klasifikasi jalan, jenis
kendaraan dan frekuensi penggunaan.

BAB V
TATA CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI
Pasal 7

(1) Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa.

(2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa
yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul daerah untuk penyelenggaraan jasa yang
bersangkutan.

3) Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sulit diukur, maka tingkat
p grat pengg ] 8 Yy 8
penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

(4) Rumus sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah perhitungan beban dan jasa yang diberikan
Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Tempat Parkir Khusus.

5) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam avyat (1) adalah nilai rupiah atau persentase tertentu
g y p p
yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.

(6) Tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut
golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif.

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN
TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan Retribusi Jasa Umum didasarkan pada kebijakan Daerah
dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan
aspek keadilan.

(2) Biaya sebagimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi biaya operasi pemeliharaan, biaya bunga, dan
biaya modal.



